
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam 
lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, 
Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan 
Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Kota-kota besar dan 
Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 551); 

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang 
Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1981 Nomor 11 dan Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3193); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 
dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049); 

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 
10 Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 31 
Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera 
Ulang, maka perlu menetapkan Tata Cara 
Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan 
Tera/Tera Ulang; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan 
Peraturan Walikota; 

WALIKOTA PEKALONGAN, 

DENGAN RAHMAT TU HAN YANG MAHA ESA 

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN 
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANO 

TENT ANG 

PERA1URAN W AllKafA PEKALONOAN 

NOMOR 4 TAHUN 2017 

WALIKOTA PEKALONGAN 
PROVINS! JAWA TENGAH 

Mengingat 

Menimbang 

, .... 



Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kota Pekalongan. 
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan. 
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah 

Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan. 
5. Dinas adalah Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan. 
6. Unit Kerja Metrologi Legal yang selanjutnya disebut Unit Kerja adalah Unit 

Kerja Metrologi Legal pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota 
Pekalongan. 

7. Bagian Tata Usaha adalah bagian Tata Usaha pada Unit Kerja Metrologi 
Legal pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan. 

8. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa 
atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan 
oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau Badan. 

9. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, yang selanjutnya disebut Retrtbusi . 
adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan 
pengujian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Tim bang dan Alat Perlengkapannya, 
serta Pengujian Barang dalam Keadaan Terbungkus. 

Pasal 1 

KETENTUAN UMUM 

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRJBUSI 
PELAYANAN TERA/TERA ULANG. 

BAB I 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang 
Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau 
Ditera Ulang serta Syarat-Syarat Bagi UTTP 
(Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 4 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3283); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya 
Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah 
Tingkat 11 Pekalongan dan Kabupaten Daerah 
Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381); 

8. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 31 
Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera 
Ulang (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 
2011 Nomor 33); 



10. Sidang adalah pelayanan Tera/Tera Ulang di tempat-tempat tertentu. 
11. Tera adalah ha! menandai dengan tanda tera sah a tau tanda tera batal yang 

berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda 
tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai 
yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas 
alat-alat ulur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai. 

12. Tera Ulang adalah ha! menandai berkaJa dengan tanda-tanda tera sah atau 
tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis 
yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku , dilakukan oleh 
pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang 
dijalankan atas alat-alar ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang 
telah ditera. 

13. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya 
disingkat UTTP adalah Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan 
Perlengkapannya yang wajib ditera dan tera ulang. 

14. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran 
kuantitas dan atau kualitas. 

15. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran 
kuantitas atau penakaran. 

16. Alat Tim bang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi 
pengukuran massa atau penimbangan. 

17. Alat Perlengkapan adaJah aJat yang diperuntukkan a tau dipakai sebagai 
pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang, yang 
menentukan hasil pengukuran penakaran atau penimbangan. 

18. Pemungutan adaJah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan 
data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang 
terulang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta 
pengawasan penyetorannya. 

19. Pendaftaran adalah kegiatan pencatatan pertarna kali perorangan atau 
badan yang mendaftarkan dirinya dan/atau didaftar berdasarkan 
penjaringan menjadi Wajib Retribusi dengan keterangan lengkap yang 
dipersyaratkan. 

20. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsionaJ yang 
bertugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bendahara penerimaan 
dalam menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan 
mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka 
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Organisasi 
Perangkat Daerah. 

21. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang disingkat dengan NPWRD 
adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Retribusi sebagai sarana 
dalam administrasi retribusi yang dipergunakan sebagai tanda pengenaJ 
diri atau identitas Wajib Retribusi daJam melaksanakan hak dan 
kewajiban retribusinya. 

22. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan 
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran 
retribusi, tennasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 

23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adaJah 
surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok 
retribusi yang terutang. 

24. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat. SSRD, adalah 
bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan 
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara Jain ke kas 
daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota. 

25. Surat Keterangan Hasil Pengujian, yang selanjutnya disingkat SKHP adalah 
berita acara yang menerangkan hasil pengujian Tera/Tera Ulang yang 
diterbitkan oleh Kepala Unit Kerja Metrologi Legal berdasarkan permohonan 
dari pemilik Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya atau 
berdasarkan kekhususan jenis Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan 
Perlengkapannya harus diterbitkan Surat Keterangan Hasil Pengujian. 



(2) Persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat(l) sebagai 
berikut: 
a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemilik UTI'P; 
b. fotocopy S!UP atau fotocopy Akta pendirian Perusahaan dan/atau 

perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang 
berwenang atau didaftarkan ke Jnstansi yang berwenang, apabila 
pemohon adalah badan; 

(1) Setiap orang atau badan yang akan mengajukan permohonan pelayanan 
tera/tera ulang wajib rnelakukan pendaftaran sebagai wajib retribusi 
kepada Kepala Unit Kerja, untuk memperoleh NPWRD. 

Pasal 5 

TATA CARA PENDAFTARAN WAJIB RETRIBUSl 

BAB IV 

(2) Tim Sidang Pasar sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari penera, 
pembantu teknis dan bendahara penerimaan. 

(1) Pelayanan tera/tera ulang pada saat pelaksanaan sidang pasar 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (]) huruf b angka 1) 
dilaksanakan oleh Tim Sidang Pasar. 

Pasal 4 

(2) Dalam hal pelayanan tera/tera ulang dilakukan di tempat sebagaimana 
dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b angka 2), maka Wajib Retribusi 
dapat meminta SKHP. 

(1) Pelaksanaan pelayanan tera/tera ulang dilakukan pada tempat-tempat 
yaitu: 
a. di kantor Unit Kerja; 
b. di luar kantor, meliputi: 

1) pelaksan.aan sidang pasar; 
2) di tempat UTI'P terpasang yang tidak mudah dipindahkan atau 

mempunyai kekhususan. 

Pasal 3 

TEMPAT PELAYANAN TERA/TERA ULANG 

BAB lil 

(2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan oleh Dinas. 

(1) Walikota berwenang untuk melakukan pemungutan retribusi tera/tera 
ula.ng kepada wajib retribusi. 

Pasal 2 

KEWENANGANPEMUNGUTAN 
RETRIBUSl TERA/TERA ULANG 

BAB II 

26. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kota Pekalongan. 



(2) Bagan Alur penyelesaian permohonan pendaftaran wajib retribusi 
pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 
dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Walikota ini. 

b. pelaksanaan sidang pasar: 
l) pemohon mengisi formulir permohonan yang telah disediakan oleh 

Tim Sidang Pasar dengan dilampiri persyaratan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan selanjutnya diserahkan 
kepada petugas dimaksud; 

2) pembantu teknis memeriksa kelengkapan dan kebenaran berkas 
permohcnan; 

3) dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 
2) belum lengkap dan benar, maka pernbantu teknis 
mengembalikan berkas dirnaksud kepada pernohon; 

4) dalam hal berkas permohonan sebagaimana dirnaksud pada angka 
2) telah lengkap dan benar, maka pembantu teknis melakukan 
pencatatan berkas permohonan pada agenda surat masuk dan 
merekam data pemohon serta memberikan tanda terima kepada 
pemohon; 

5) pembantu teknis mencetak NPWRD yang telah terdapat tanda 
tangan Kepala Unit Kerja secara elektronik dan selanjutnya 
disampaikan kepada pemohon. 

(1) Tata cara penyelesaian permohonan pendaftaran wajib retribusi pelayanan 
tera/tera ulang adalah sebagai berikut : 
a. di kantor Unit Kerja : 

1) pemohon mengisi formulir permohonan yang telah disediakan oleh 
Unit Kerja dengan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 ayat (2) dan selanjutnya diserahkan kepada petugas 
loket Unit Kerja. 

2) petugas loket Unit Kerja merneriksa kelengkapan dan kebenaran 
berkas permohonan; 

3) dalam ha\ berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 
2) belum lengkap dan benar, maka petugas loket pada Unit Kerja 
mengembalikan berkas dimaksud kepada pemohon; 

4) dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada 
angka 2) telah lengkap dan benar, maka petugas loket pada Unit 
Kerja melakukan pencatatan berkas permohonan pada agenda 
surat masuk dan memberikan tanda terima kepada pemohon; 

5) petugas loket Unit Kerja menyampaikan berkas permohonan yang 
telah lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada huruf d 
kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha; 

6) Bagian Tata Usaha melakukan penelitian terhadap berkas 
permohonan; 

7) Dalam hal permohonan disetujui, maka Bagian Tata Usaha 
menyiapkan dan membubuhkan paraf pada konsep pengajuan 
NPWRD dan menyampaikannya kepada Kepala Unit Kerja untuk 
di tandatangani; 

8) Bagian Tata Usaha mencetak NPWRD dan menyerahkan NPWRD 
pada petugas loket Unit Kerja untuk disampaikan kepada 
pemohon. 

Pasal 6 

c. surat kuasa benneterai cukup dilengkapi dengan fotocopy Kartu Tanda 
Penduduk penerima kuasa, apabila permohonan diwakilkan kepada 
pihak lain. 



Untuk rnernperoleh pelayanan tera/tera ulang di Unit Kerja atau di tempat 
UTTP terpasang yang tidak mudah dipindahkan atau mempunyai 
kekhususan (loko) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a 
dan huruf b, Wajib Retribusi wajib mengajukan permohonan pelayanan 
tera/tera ulang kepada Kepala Unit Kerja. 

(2) Tata cara penyelesaian permohonan pelayanan tera/tera ulang di Unit 
Kerja atau ditempat UTTP terpasang yang tidak mudah dipindahkan atau 
mempunyai kekhususan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) adalah 
sebagai berikut: 
a. pemohon mengisi formulir permohonan yang telah disediakan oleh Unit 

Kerja dan selanjutnya diserahkan kepada petugas loket Unit Kerja 
dengan dilampiri persyarat.an sebagai berikut: 
1) fotocopy NPWRD; 
2) surat kuasa bermaterai cukup dilengkapi dengan fotocopy Kartu 

Tanda Penduduk penerima kuasa, apabila permohonan diwakilkan 
kepada pihak lain. 

b. petugas loket Unit Kerja memeriksa kelengkapan dan kebenaran 
berkas pcrrnohonan; 

c. dalam ha! berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b 
belum lengkap dan benar, maka petugas loket pada Unit Kerja 
mengembalikan berkas dimaksud kepada pemohon; 

d. daJam ha! berkas permohonan sebagairnana dimaksud pada huruf b 
telah lengkap dan benar, maka petugas loket Unit Kerja melakukan 
pencatatan berkas permohonan pada agenda surat masuk dan 
mernberikan tanda terima kepada pemohon; 

e. petugas loket Unit Kerja menyampaikan berkas permohonan yang 
telah lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada 
Kepala Unit Kerja sesuaijenis UTTP yang akan ditera/tera ulang; 

f. Kepala Unit Kerja menugaskan penera untuk melakukan tera/tera 
ulang: 

g. Penera melakukan pelayanan tera/tera ulang terhadap UTTP yang 
dalam kondisi bersih dan siap uji serta basil peneraan dituangkan 
daJam berita acara yang ditandatangani oleh peneradan diserahkan 
ke Bagian Tata Usaha; 

h. Bagian Tata Usaha menyiapkan konsep SKRD atau dokumen Jain yang 
dipersamakan serta membubuhkan paraf dan menyampaikannya 
kepada Kepala Unit Kerja untuk ditandatangani; 

1. SKRD atau dokurnen lain yang dipersamakan diserahkan kepada 
pemohon melalui petugas loket Unit Kerja; 

J. pernohon membayar retribusi pelayanan tera/tera uJang sesuai dengan 
SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ke Bendahara 
Penerimaan pada Dinas dan diberikan SSRD; 

k. dalarn ha! pernohon mengajukan penerbitan SKHP, maka penera 
membuat konsep SKHP berdasarkan berita acara sebagaimana 
dimaksud pada huruf g, dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala 
Unit Kerja untuk ditandatangani; 

l. pemohon mengambil SKHP dengan menunjukkan SSRD pada petugas 
loket Unit Kerja setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak pelayanan tera/tera 
ulang. 

( 1) 

Pasal 7 

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRlBUSl 

BABV 



Dalam hal Unit Kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini belum 
terbentuk, maka tugas pokok dan fungsi Unit Kerja dilaksanakan oleh Bidang 
Perdagangan sampai dengan terbentuknya Unit Kerja. 

Pasal 10 

KETENTUAN PENUTUP 

BAB Vil 

(2) Bentuk Naskah Dinas sebagaimana tercantum dalarn Lampiran IV dan 
Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan 
Walikota ini. 

(1) Naskah Dinas yang digunakan dalam pemungutan retribusi meliputi: 
a. SKRD; 
b. SSRD; 

Pasal 9 

BENTUK NASKAH DINAS 

BAB VI 

(2) Bagan Alur pelaksanaan pelayanan tera/tera ulang pada saat pelaksanaan 
sidang pasar sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tercantum dalam 
Lampiran Ill yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Walikota ini, 

(1) Tata cara pelaksanaan pelayanan tera/tera ulang pada saat pelaksanaan 
sidang pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) hurufb angka 
1) adalah sebagai berikut: 
a. pemilik UTTP menyerahkan UTTP yang akan ditera/tera ulang dengan 

menunjukkan NPWRD kepada pembantu teknis; 
b. apabila pemilik UTTP yang akan memperoleh pelayanan lera/tera 

ulang belurn memiliki NPWRD, maka pemilik UTTP harus mengajukan 
permohonan penerbitan NPWRD yang selanjutnya diproses sesuai 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b; 

c. pembantu teknis melakukan pendataan UTTP yang akan ditera/tera 
ulang; 

d. penera melakukan tera/tera ulang terhadap UTTP; 
e. pembantu teknis membuat perhitungan retribusi dan mencetak SKRD 

atau dokumen lain yang dipersamakan yang telah terdapat tanda 
tangan Kepala Unit Kerja secara elektronik dan selanjutnya 
disampaikan kepada pemohon; 

i. Pemilik UTTP sebagairnana dimaksud pada huruf d membayar retribusi 
secara sekaligus kepada Bendahara Penerimaan pada Dinas dan 
diberikan SSRD. 

Pasal 8 

(3) Bagan alur penyelesaian permohonan pelayanan tera/tera ulang di Unit 
Kerja atau di tempat UTTP terpasang yang tidak mudah dipindahkan atau 
mempunyai kekhususan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum 
dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Walikota ini. 



PENANGGUNG JAWAB 
No. JABATAN PA RAF 
1. SEKOA I\ I ,_, 
2. ASIStEH I /\ 
3. l<ABAG HUKUM 

.~7ft:ASUBA.G ~ 

ACHMAD 

WALlKOTA PEKALONGAN, 

Ditetapkan di Pekalongan 
pada tanggal 23 .:.:..,~vi 2017 

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kota Pekalongan. 

Pasal 11 



Bagian Tata Usaha mencetak 
NPWRD dan Menyerahkan 
NPWRD pada peuigas loket 

I unruk disampaikan kepada I 
. pemohon. 

8. 

7. 

6. 
' ' - -+-·---- .--~--. I 

Petugas loket Unit Kcrja 
menyampaikan berkas 

I pennohonan yang telah lengkap 
dan benar kcpada Bagian Tata 
Usaha. 
Bagian Tata Usaha meneliti 
kelengkapan berkas 

rmohonan, 
Dalam hal permohonan 
disetujui, maka Bagian Tata 
Usaha menyiapkan dan 
membubuhkan paraf pada 
konsep NPWRO dan 
menyampaikannya kepada 
Kepala UPTD untuk 
ditandaian ani. 

5. 

Dalam hal berkas permohonan 
dan persyaratan telah lengkap 
dan benar, maka petugas Ioket 
Unit kerja mela.kukan 
pencatatan bcrkas pcrruohonan 
pada agenda surat masuk dan 
memberikan tanda terima 
ke ada mohon, 

4. 

bclum 
lengkspdan 

benar 

t---.------- 

• ==r+': 
' _1 

1. Pemohon mengisi ormitlir 
pennohonan yang telah 
disediakan oleh Unit 
Kerjadengan dilampiri 
persyaratan sesuai kerentuan 
yang berlaku dan selanjutnya 
diserahkan kepada petugas loket 

r-=---t-::Unit Kcrja. 
2. Petugas loket Unit Kerja 

memeriksa kelengkapan dan 
kebenaran berkas nnohonan. 1----r 

3. Dalam ha! berkas pennohonan 
dan persyaratan belum Lengkap 
dan benar, maka petugas 
loket Unit Kerja mengembalika.n 
berkas dimaksud kepada 

mohon. 

Perno hon Uraian No. 
Bagian Kepala I 

Petugas Tata Unit I 
Lo_k_e_t_~_U_sa=ba=-~-K~e~D=·a-~ 

A. Pendaftaran Wajib Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang di Kantor Unit Kerja 

LAMPIRAN T 
PERATURAN \VALlKOTA PEKALONGAN 
NOMOR: 4 TAHUN 2017 
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN 
PEMUNGUT1\N RETRIBUSI PELAYANAN 
TERA / TERA U LANG 

BAGAN ALUR PENYELESAIAN PERMOHONAN PENDAFTARAN 
WAJIB RETRIBUSI PELAYANAN TERA/ TERA 



ACHMA 

WALIKOTA PEKALONGAN, 

5. 

I 
I 

4. 

3. 

2. 

No 
1. 

Uraian Pcmohon I Pcmbantu Tcknis I 
Pemohon .. formulir i mengisi 
permohonan yang telah ' I 
disediakan oleh Tim Sidang Pasar I 

I I • dengan dilampiri persyaratan I sesuai ketentuan yang berlaku I dan selanjutnya diserahkan I 
kepada netuaas dimaksud. I 

- _! Pembantu teknis memeriksa ' 
kclcngkapan dan Kebenaran 

I bcrkas permohonan. 
- Dalam hal berkas ' .... 

I pcrmohonan sebagaunana belum I 
I dimaksud pada angka 2 bclum lcngkap I lengkap dan benar, maka dan benar I 
I 

pembantu teknis mengembalikan I 
I berkas dimaksud kepada I ~mohon. • 1 Dalam hal berkas .----- 

permohonan sebagaimana 
' lcngkap I dimaksud pada angka 2 telab dan benar 

lengka.p dan benar, maka 
I pembantu teknis melakukan ' l l pencatatan berkas pennohonan I 

pada agenda swat masuk dan I 

merekam data pemobon serta I 
I membcrikan tanda terima kepada I 

' pemohon. I 
Pembantu teknis mencetak I 
NPWRD yang telah terdapat tanda ' 
tangan Kepala Unit Kcrja sccara j I I I I I elektronik dan selanjutnya I I 
disamoaikan kepada pemohon. I . 

B. Pendaftaran Wajib Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang pada Sidang Pasar 



I 

ACHMAD JUN AID 

WALIKOTA PEKALONOAN, 

1 
I 
I 
I 

j 

10. 

9. 

8. 

I 
I 
I ..,. 
I 
' 

7. 

s. 

I . -1--r- 
• 

f 

01:l.bun hiil beer~ ~1,noho1ulu 
~"""' dimobud p,,.do "-"&:"" 2 
be!um llngkap daft berutr, Cl.aka peru,M 
loket Urut K~r,t1 m~bt.lli}tan borkt,:1: 
dimWud ke ada. emcbcn. I f--,.-+-,D<'<WW,"c=~b"a11""'1',."-rJ.'1ttu,"""'°"pe°'nnob'---,-o-nan--,d-..,-+----- .. .,- 
petay......., .. ~,. dlmalaud pada I 
~k" 2 teb.11 let~ d::i;n bcn::..or • mok.:. I 
peh13M loket pn,da Voit Kcirja mclilkubn 
pen<'.M.lht.·u, h"11(q,- permebenan p~d.n 
agenda au.rat maau.k dau nlemb.,;kan 
tandai lerima I( • rnnhoi,. 

s, 

I 
' 

I ----11---1------ _,_ j __ 

I. 

Pencra Pcmohon l<cpala 
UPTO 

Unuan No. KcpaJn ~1.tb 
Bagi&i\ Tata 

Uaaha 

Bcndnhnra. 
Penerirnaan 

Din .. 

BAGAN ALUR PENYELESAIAN PERMOHONAN PEL/\YANAN TERA/ TERA ULANG 
DI UNIT KERJA ATAU DI TEMPAT UTTP TERPASANO YANG TlDAK MUDAH 

DIPINDAHKAN ATAU MEMPUNYAI KEKHUSUSAN 

LAMPIRAN II 
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN 
NOMOR: 4 TAHUN 2017 
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN 
PEMUNOUTAN RETRIBUSI PEL..!\YANAN 
TERA / TERA ULANG 

K.pahSub u..i, Messa 
dtlll 

1~mbi:ingan/ 
Kepela Sub 

l..rut UkLU111n 
Ana. 

Panj:1113 
~mohon meng,:•1 f,'--u'h,---pe.,.rm-o-;h-on..,-f-----l----+-"d"-Mn!l!J..V!:oe;lu,em"!o !'----+------+----+ ------< 

I Y~ tc!clb d:iwda•lcer cib:h Unit Keo- d.a.Q. f ~lAQJUh\)11 d•~~rtthkl'll1 keJJ.lldA J)et\)t!,M 
lokct Unit Korjn d.Ct18,.!lt1 dibtttf>iri 

~•tmt"11 ,i;;csui kel tua.n. 
2. Pet43,U loket Unit Kel]• mem:.eriba 

ketenak,apen dan kebenaran be.rkM 
· ermcbenen. 



' - 4. f ~SUBAG 

___ .,,_....... ... ____ ,..,..._ 

PENANGGlJNC JJ:. 
No. Jf,BJ.TA~ ! 
1. 3E.{C,'. ! -- 2. AS!ST:C.N l --- 3. KABAG HUKUM --- 

ACHMADA 

WAJ,IKOTA PEKALONGAN, 

I l I 
6. 

5. 

' ' ' I I ; 
• 
I 
I 

I 
I 

4. Pen era mela.kukan 
tcra/tera ulang terhadap 
UTTP. -· Pembantu teknis membuat 
perhitu.ngan retribusi dan 
mencetak SKRD a tau 
dokumen lain yang : , 
dipcrsamakan yang Lelah I I I I I i 
terdapat tanda tangan , , 1 , , : Kepala UPTD secara ' ' 
I i I e ektronik dan selanjutnya , , 

disampaikan kepada : ( j 
1---.rn,emohon. , , , 

Pcmilik UTTP membayar 1 I -+- 
rc1.ribusi secara sekaligus J ! ; 
kepada Bendahara I , . i 
Penerimaan Dinas dan 1 

1 
1 

diberikan SSRD. .J...._ __;_· __Jlc__ LI , 

2. 

3. 

I 
I I 

Pemilik UTTP mcnyerahkan I 
UTTP yang akan ditera/tera 
ulang dengan menunjukkan 
NPWRD kepada pembantu I 
teknis. • , 
Apabila pemilik UITP yang i,.1.,m ' - -+-- 
akan memperoleh """"1'•11l·., I 

NPWRO ! mcm.punyai pelayanan tera/ tera ulang · I :oiJ>WRD ! 
belum mempunyai 

1 

,1 

NPWRD, maim peroilik I l I 
UTIP harus mcngajukan I ' , 

' permohonan penerbitan , I 
NPWRD yang selanjutnya I ' 
diproses sesuai ketentuan J 

1 
: 

vanabertaku. 1 1 ~'-'-CC-'------~--~-----+---4-~--'-----'-·------l Pembantu teknismelakukan : • • 
pendataan UTTP yang akan ' I I 
ditera/tera utanz, I I 

1. 

Uraian No. Pembantu 
Teknis 

Pemilik 
UTTP 

f Bendahara 
Penera Penerimaan 

, Dinas_ 

BAGAN ALUR PELAYANAN TERA/ TERA ULANG 
PADA SAAT PELAKSANAAN S!DANG PASAR 

LAMPIRAN llJ 
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN 
NOMOR: 4 TAHUN 2017 
TENTANO TATA CARA PELAKSANAAN 
Pl!:MUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN 
TERA/ TERA ULANG 



:t. ASlSiEN r J 
3. l{ABAG HUKIIM 

WALIKOTA PEKALONGAN 
' 

(.................................... J NIP. . . 

(.................. . ) .......................... 

• 

Pekalongan, _ Pemilik/Pengguna UITP 

No. Jenis UTTP Jumlah I 
Keterangan j Tarif Satuan Retribusi UTTP 

~ I 

J 
I-- 

. 

Jumlah I 

L 

············································· 
············································· 
.............................................. Nama Pemilik 

Alamat 
No.Pendaftaran 

SKRD (SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DARRAH) 

PEMERJNTAH KOTA PEKALONGAN 
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM 

JI. Majapahit No 9 Telp./Fax (0285) 425174 
PEKALONGAN 51111 

LAMPIRAN IV 
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN 
NOMOR: Lr TAHUN 2017 
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN 
PEMUNGUTAN RETRJBUSI PELAYANAN 
TERA / TERA ULANG 



ACHMADAL 

WALIKOTA PEKAWNGAN, 

( ) ( ) 
NIP. 

Penyetor 

Pekalongan, . 
Diterima oleh, 

Bendahara Penerimaan Pembantu 
Tanggal: 

Jumlah No. Jenis UTIP Tarif Satuan Retribusi Keterangan 
UTIP -- 

- 

- I ·- 

Jumlah Setoran Retribusi 

Dengan huruf : 

············································· 
............................................. 
.................... ' . Nama Pemilik 

Alamat 
No. Pendafta.ran 

SSRD (SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH) 

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN 
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM 

JI. Majapahit No 9 Telp./Fax (0285) 425174 
PEKALONGAN 51111 

LAMPIRAN V 
PERATURAN WALIKOTA PEKAWNGAN 
NOMOR: 4 TAHUN 2017 
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN 
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN 
TERA / TERA ULANG 

' 


